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  ABSTRAK  - Dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran 
angkutan penyeberangan, perlu dilakukan pengikatan kendaraan pada kapal 
angkutan penyeberangan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; 
PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; 
PERPRES No. 40 Tahun 2015; KEPMENHUB No. 52 Tahun 2004; PERMENHUB No. 
26 Tahun 2012; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Pengikatan 
Kendaraan pada Kapal Angkutan Penyeberangan meliputi alat pengikat 
kendaraan, tata cara pengikatan kendaraan, pengawasan, dan sanksi 
administratif. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
diundangkan, 23 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 17 Maret 2023. 
 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi 
penyeberangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
 

    
 


